BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian serta hipotesis yang telah
ditentukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang berkaitan
dengan pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh pasca berlakunya

UUPA No 22 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :
1. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara
PAD dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten
dan kota di Povinsi Aceh dengan rincian (1) komponen
pajak daerah (PD) dan Lain-lain PAD yang Sah (LPS)
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan (2)
komponen Retribusi Daerah (RD), Kekayaan Daerah
Terpisah (KDT) berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan. Sedangkan zakat (ZKT) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, secara
keseluruhan masing-masing komponen PAD
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

sehingga dapat dikatakan hipotesis satu (H1) terpenuhi.



2. Secarasimultan terdapat pengaruh yang signifikan antara
PAD dengan kinerja keuangan pemerintah daerah
kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Ini menunjukkan
secara bersama-sama semua komponen PAD
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerinta Aceh.
Apabila PAD mengalami peningkatan, maka kinerja
keuangan akan mengalami peningkatan pula. Sehingga
dapat dikatakan hipotesis dua (H2) terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, saran

dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh harus
berupaya untuk meningkatan pendapatan asli daerah khususnya
pendapatan dana zakat, hal ini dikarenakan zakat telah
dimasukkan sebagai komponen PAD yang diatur secara undang-
undang. Selain itu, karena Provinsi Aceh merupakan satu-
satunya provinsi yang menerapkan hukum Islam secara kaffah
maka sudah seharusnya potensi zakat dapat dikembangankan
dengan baik. Mengingat prosentase pertumbuhan pendapatan
dana zakat yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. Peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti pendapatan dana
zakat. Meskipun zakat telah diatur dalam UUPA sehingga telah

menjadi kewajiban terhadap negara namun pendapatan dana



zakat masih minim di bandingkan dengan pendapatan pada
komponen PAD lainnya, mungkin hal ini dikarenakan
banyaknya jumlah penerima zakat di bandingkan dengan jumlah
pemberi zakat sehingga pendapatan zakat masih sangat minim,

namun hipotesis ini perlu diuji kebenarannya.



